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Abstract International law has evolved as a framework for regulating inter-state relations 
and ensuring global justice, yet its effectiveness is often questioned in the context of 
human rights violations, armed conflicts, and economic inequalities. This study aims to 
analyze the effectiveness of international law in upholding global justice through key case 
studies such as rulings by the International Court of Justice (ICJ), mechanisms of the 
International Criminal Court (ICC), and the implementation of the Geneva Conventions. 
The research method employed is qualitative analysis with a case study approach and 
literature review, involving data from official reports, court rulings, and academic 
analyses.The results indicate that international law has a positive impact in some cases, 
such as the prosecution of war crimes in Rwanda and Yugoslavia, but faces challenges 
such as state sovereignty, lack of enforcement mechanisms, and political influences. The 
discussion reveals that the effectiveness of international law depends on state 
commitments, international community support, and institutional reforms. The 
conclusion states that although international law is not yet fully effective, its potential to 
uphold global justice can be enhanced through multilateral cooperation and legal 
innovations. 
 
Keywords:international law, global justice, International Court of Justice, International 
Criminal Court, effectiveness of law. 

 
Abstrak Hukum internasional telah berkembang sebagai kerangka kerja untuk mengatur 
hubungan antarnegara dan memastikan keadilan global, namun efektivitasnya sering 
dipertanyakan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan 
ketidaksetaraan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum 
internasional dalam menegakkan keadilan global melalui studi kasus-kasus utama seperti 
putusan Mahkamah Internasional (ICJ), mekanisme Pengadilan Pidana Internasional 
(ICC), dan implementasi Konvensi Jenewa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan tinjauan literatur, melibatkan data 
dari laporan resmi, putusan pengadilan, dan analisis akademik.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dampak positif dalam beberapa 
kasus, seperti penuntutan kejahatan perang di Rwanda dan Yugoslavia, namun dihadapkan 
dengan tantangan seperti kedaulatan negara, kurangnya mekanisme penegakan, dan 
pengaruh politik. Pembahasan mengungkapkan bahwa efektivitas hukum internasional 
bergantung pada komitmen negara-negara, dukungan masyarakat internasional, dan 
reformasi institusi. Kesimpulan menyatakan bahwa meskipun hukum internasional belum 
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sepenuhnya efektif, potensinya untuk menegakkan keadilan global dapat ditingkatkan 
melalui kerja sama multilateral dan inovasi hukum. 
 
Kata kunci: hukum internasional, keadilan global, Mahkamah Internasional, 
Pengadilan Pidana Internasional, efektivitas hukum. 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Hukum internasional merupakan seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang 

mengatur perilaku negara-negara dan aktor internasional lainnya dalam arena global. 
Sejak abad ke-20, hukum internasional telah menjadi instrumen utama untuk menegakkan 
keadilan global, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, konflik 
bersenjata, dan masalah lingkungan. Namun, efektivitas hukum internasional sering kali 
diragukan, terutama ketika negara-negara kuat mengabaikan norma-norma tersebut demi 
kepentingan nasional. Masalah ini menjadi semakin relevan di era globalisasi, di mana 
isu-isu seperti migrasi paksa, terorisme, dan perubahan iklim memerlukan respons 
kolektif yang adil. 

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas hukum internasional dalam 
menegakkan keadilan global. Keadilan global di sini didefinisikan sebagai prinsip- 
prinsip yang memastikan distribusi sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, dan 
penyelesaian  konflik  secara  adil  di  tingkat  internasional.  Efektivitas  hukum 
internasional dapat diukur melalui kemampuan institusi seperti Perserikatan Bangsa- 
Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Pengadilan Pidana Internasional 
(ICC) untuk mencegah pelanggaran, menuntut pelaku, dan memulihkan keadilan bagi 
korban. 

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan historis hukum 
internasional. Setelah Perang Dunia II, pembentukan PBB dan Piagam Hak Asasi 
Manusia Universal (UDHR) pada tahun 1948 menandai komitmen dunia untuk mencegah 
kekejaman masa lalu. Namun, kasus-kasus seperti genosida di Rwanda (1994) dan Bosnia 
(1990-an) menunjukkan kegagalan awal dalam penegakan hukum. Di sisi lain, 
penuntutan tokoh seperti Slobodan Milošević oleh ICC menunjukkan kemajuan, 
meskipun masih terbatas. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas hukum internasional dan memberikan rekomendasi untuk 
peningkatan. Pertanyaan penelitian utama meliputi: Seberapa efektif hukum internasional 
dalam menegakkan keadilan global? Apa saja tantangan utama yang dihadapi? Dan 
bagaimana cara meningkatkan efektivitasnya? 

 
Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskusi akademik 

dan kebijakan internasional. Dengan memahami efektivitas hukum internasional, para 
pembuat kebijakan dapat merancang mekanisme yang lebih kuat untuk menangani isu-
isu global seperti kejahatan lintas batas dan ketidaksetaraan. Penelitian ini juga relevan 
bagi mahasiswa dan peneliti di bidang hukum internasional, memberikan wawasan 
mendalam tentang dinamika keadilan global. 
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan 
tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas hukum internasional dalam menegakkan 
keadilan global. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi 
mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan hukum yang kompleks, yang sulit diukur 
secara kuantitatif. 

Sumber data utama berasal dari literatur sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, 
laporan resmi PBB, putusan pengadilan internasional, dan dokumen hukum seperti traktat 
dan konvensi. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan tinjauan literatur sistematis 
menggunakan database seperti JSTOR, Google Scholar, dan situs resmi PBB. Kata kunci 
yang digunakan meliputi "international law effectiveness", "global justice", "ICJ rulings", 
dan "ICC prosecutions". Dari tinjauan ini, dipilih 50 sumber utama yang relevan, yang 
kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema. 

Studi kasus yang dipilih meliputi tiga kasus utama: (1) Putusan ICJ dalam kasus 
Nicaragua v. United States (1986), yang menyangkut intervensi militer; (2) Penuntutan 
ICC terhadap kejahatan di Darfur, Sudan (sejak 2005); dan (3) Implementasi Konvensi 
Jenewa dalam konflik Suriah (sejak 2011). Kasus-kasus ini dipilih karena mewakili 
berbagai aspek efektivitas hukum internasional, dari penyelesaian sengketa hingga 
penuntutan kejahatan. 

Analisis data dilakukan melalui teknik coding tematik, di mana data dikategorikan 
ke dalam tema seperti "mekanisme penegakan", "tantangan kedaulatan", dan "dampak 
pada keadilan global". Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi data dari sumber 
berbeda, sementara reliabilitas dijamin dengan dokumentasi prosedur analisis yang jelas. 
Etika penelitian dipatuhi dengan mendapatkan persetujuan informan dan menjaga 
kerahasiaan data. 

 
HASIL PENELITIAN 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki efektivitas yang 

bervariasi dalam menegakkan keadilan global, tergantung pada konteks kasus dan 
komitmen aktor internasional. Dari studi kasus yang dianalisis, beberapa temuan utama 
dapat dirangkum sebagai berikut. 

 
Pertama, dalam kasus Nicaragua v. United States, ICJ berhasil menegakkan norma 

hukum internasional dengan memutuskan bahwa intervensi AS di Nicaragua melanggar 
hukum. Putusan ini, yang dikeluarkan pada tahun 1986, memerintahkan AS untuk 
membayar ganti rugi dan menghentikan dukungan terhadap pemberontak. Namun, AS 
menolak untuk mematuhi putusan tersebut, menunjukkan keterbatasan ICJ dalam 
menegakkan keputusannya tanpa mekanisme paksa. Data dari wawancara dengan ahli 
hukum menunjukkan bahwa putusan ini meningkatkan kesadaran global tentang larangan 
intervensi, tetapi tidak mencegah pelanggaran serupa di masa depan. 
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SUMBER DATA: 
International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (1986) ICJ Reports 1986 Website resmi ICJ (icj-cij.org) 
 
“Putusan ICJ dalam perkara Nicaragua v. United States (1986) menunjukkan bahwa 
hukum internasional memiliki kapasitas normatif yang kuat dalam mengadili 
sengketa antarnegara, meskipun pelaksanaan putusan tetap bergantung pada kepatuhan 
negara.” 
 

Kedua, penuntutan ICC terhadap kejahatan di Darfur menunjukkan kemajuan 
dalam penegakkan keadilan. Sejak 2005, ICC telah mengeluarkan surat perintah 
penangkapan terhadap tokoh-tokoh seperti Omar al-Bashir, presiden Sudan saat itu, atas 
tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun al-Bashir belum 
ditangkap, proses ini telah memicu isolasi diplomatik Sudan dan meningkatkan tekanan 
internasional. Laporan PBB menunjukkan bahwa penuntutan ini telah membantu dalam 
dokumentasi kejahatan dan dukungan bagi korban, meskipun tantangan seperti kurangnya 
kerja sama dari negara-negara anggota PBB menghambat efektivitas penuh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMBER DATA: 
UNSC Resolution 1593 (2005) ICC Official Cases: Situation in Darfur, Sudan Coalition 
for the ICC Putusan ICC terhadap Ali Kushayb (2022–2025) 

“Kasus Darfur merupakan contoh konkret keterlibatan ICC dalam menuntut individu atas 
kejahatan internasional, meskipun efektivitasnya dibatasi oleh faktor politik dan 
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ketidakpatuhan negara non-pihak.” 
 

Ketiga, implementasi Konvensi Jenewa dalam konflik Suriah mengungkapkan 
kegagalan hukum internasional. Sejak 2011, pelanggaran seperti penggunaan senjata 
kimia dan pengeboman sipil telah dilaporkan, namun penegakan hukum terhambat oleh 
veto Dewan Keamanan PBB oleh Rusia dan Cina. Data dari Human Rights Watch 
menunjukkan bahwa lebih dari 500.000 orang tewas, dan jutaan pengungsi terlantar, 
tanpa penuntutan yang signifikan. Wawancara dengan diplomat menyoroti bahwa 
kedaulatan negara dan kepentingan geopolitik menjadi penghalang utama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMBER DATA: 
UN Independent International Commission of Inquiry on Syria OHCHR Reports on 
Syria Human Rights Council UN Geneva Conventions Common Article 3 
 
”Meskipun Konvensi Jenewa secara normatif berlaku universal, konflik Suriah 
menunjukkan keterbatasan hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata non-
internasional tanpa yurisdiksi ICC.” 
 

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengidentifikasi indikator efektivitas seperti 
jumlah putusan yang dipatuhi, dampak pada perilaku negara, dan pemulihan bagi korban. 
Dari 50 sumber literatur, 70% menyatakan bahwa hukum internasional efektif dalam 
kasus-kasus dengan dukungan multilateral, sementara 30% menekankan kegagalan dalam 
konteks konflik besar. Tema umum dari wawancara adalah perlunya reformasi untuk 
meningkatkan penegakan, seperti penguatan ICC atau mekanisme alternatif. 
 
 
PEMBAHASAN 

 
Pembahasan hasil penelitian ini mengintegrasikan temuan dengan teori hukum 

internasional, khususnya teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh sarjana seperti 
Thomas Franck dan Harold Koh. Franck berpendapat bahwa legitimasi hukum 
internasional bergantung pada kepatuhan sukarela, sementara Koh menekankan 
pentingnya proses sosial dalam penegakan norma. 

Temuan dari kasus Nicaragua menunjukkan bahwa ICJ efektif dalam memberikan 
keputusan hukum, tetapi keterbatasan dalam penegakan mencerminkan masalah 
"kekuatan tanpa otoritas" yang sering dibahas dalam literatur. Hal ini sejalan dengan 
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argumen bahwa hukum internasional bergantung pada konsensus negara- negara, dan 
tanpa itu, norma-norma tersebut menjadi simbolis belaka. Namun, putusan ini telah 
berkontribusi pada pengembangan hukum kebiasaan internasional, yang kemudian 
digunakan dalam kasus lain. 

Dalam konteks ICC di Darfur, efektivitas terlihat dalam aspek pencegahan dan 
pendidikan. Meskipun penangkapan belum terjadi, proses penuntutan telah mengubah 
dinamika politik, memaksa Sudan untuk bernegosiasi dengan PBB. Ini mendukung teori 
bahwa hukum internasional dapat mempengaruhi perilaku melalui "stigma sosial" dan 
tekanan diplomatik, seperti yang dijelaskan oleh Koh dalam konsep "transnational legal 
process". 

Sebaliknya, kegagalan di Suriah menyoroti tantangan struktural, seperti veto di 
Dewan Keamanan. Ini mengkonfirmasi kritik terhadap PBB sebagai institusi yang 
didominasi oleh negara-negara kuat, yang sering mengutamakan kepentingan nasional 
daripada keadilan global. Pembahasan ini juga mengangkat isu ketidaksetaraan, di mana 
negara-negara berkembang lebih rentan terhadap pelanggaran hukum internasional tanpa 
perlindungan yang memadai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi komitmen negara, 
kapasitas institusi, dan dukungan masyarakat sipil. Penelitian ini menemukan bahwa kerja 
sama regional, seperti melalui Uni Afrika atau ASEAN, dapat melengkapi hukum 
internasional global. Selain itu, inovasi seperti pengadilan hibrida (campuran nasional- 
internasional) telah terbukti efektif dalam kasus seperti Kamboja. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan 
pada data sekunder dan sampel wawancara yang terbatas. Rekomendasi untuk penelitian 
masa depan meliputi studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang dan 
analisis kuantitatif terhadap indikator efektivitas. 
 
KESIMPULAN 

 
Hukum internasional telah menunjukkan efektivitas parsial dalam menegakkan 

keadilan global, dengan keberhasilan dalam kasus-kasus seperti Nicaragua dan Darfur, 
namun kegagalan dalam konteks konflik seperti Suriah. Tantangan utama meliputi 
kedaulatan negara, kurangnya mekanisme penegakan, dan pengaruh politik. Untuk 
meningkatkan efektivitas, diperlukan reformasi institusi seperti penguatan ICC, 
pengurangan veto di Dewan Keamanan, dan peningkatan kerja sama multilateral. 

 
Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan global bukanlah tujuan yang mustahil, 

tetapi memerlukan komitmen bersama dari semua aktor internasional. Dengan inovasi 
dan reformasi, hukum internasional dapat menjadi alat yang lebih kuat untuk mencegah 
pelanggaran dan memastikan keadilan bagi semua. 
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